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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL

NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan

di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan

Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25

Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di

Lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai

Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
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Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 164);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 86);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1636);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
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Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25

Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di

Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 141) diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan

jabatannya.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. jabatan struktural;

b. jabatan fungsional umum; dan

c. jabatan fungsional tertentu.

(3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki

kelas jabatan.

(4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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